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PERJANJIAN PELAKSANAAN PENDANAAN PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI
BIDANG FOKUS MATERIAL MAJU
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR: 074/UN40.D/PP/2018

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Ahman - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan
Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Pendidikan Indonesia yang
berkedudukan di JI. Dr. Setiabudi No. 229
Bandung untuk selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;

2. Uum Sumirat : Dosen Universitas Pendidikan Indonesia dalam
hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua
Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri
dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Dasar Hukum

Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian ini berdasarkan kepada:
I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor [5 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi. dan
Pendidikan Tinggi;
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. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan,

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan

Tahun 2018;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran

Tahun 2018;

Peraturan Menteri Riset, Tekologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologs dan
Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69

tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer
Penelitian;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6

tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksaaan Pembayaran Anggaraan Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor

23a/E/KPT/2017 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Edisi X[ Tahun 2017,

. Keputusan  Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor

GI/E/KPT/2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2018;

Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2018 Antara Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan dengan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor:
126/SP2H/PTNBH/DRPM/2018;

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor |5 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis
Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UP{/2015 tentang Peraturan Pelaksanaaan
Peraturan Pemetintah Nomot 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
[ndonesia;

Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
Keputusan  Rektor  Nomor  2998/UN4(0/KP/2017  tentang  Pemberhentian  dan
Pengangkatan Ketua dan Sckretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;

Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 1279 UN40G/PP/2018
tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di
Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran
2018;

. Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas

Pendidikan Indonesia Tahun 2018 Nomor: 1312/1UN40/PP/2018 antara Rektor dengan
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan
Indonesia;



Pasal 2
Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menetima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan
menyelesaikan Penelitian skema Penelitian Strategis Nasional Institusi Tahun Anggaran 2018
dengan judul Pengaruh Deformasi Plastis Terhadap Sifat Mekanis, Perambatan Retak,
Dan Fatik Pada Biodegradable Material Magnesium Paduan Setelah Melalui Proses
Ecap Dan Perendaman Dalam Cairan Fisiologis Dmem
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Pasal 3
Dana Penelitian

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 adalah sebesar Rp. 75,000,000, (Tujult Puluh Lima Jura Rupiah) sudah
termasuk pajak.

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-
042.06.1.401516/2018, tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 4
Tata Cara Pembayaran

PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA sccara
bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp.
75,000,000,- = Rp. 52,500,000,- (Lima Pulult Dua Juta Lima Rarus Ribu Rupiah)
yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp.
75,000,000,- = Rp. 22,500,000,- (Pua Pululi Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PTHAK KEDUA.

Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} akan disalurkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama » Uum Sumirat
Nomor Rekening » 0260502774

NPWP : 07.474,930,0-422,000
Nama Bank : BNI 46

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak
terbayvarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena
kesalahan PIHAK KEDUA dalam imenyampaikan data peneliti, nama bank, nomor
rekening, NPWP, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Pasal §
Jangka Waktu

Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2018
sampai dengan 15 Desember 2018.

Pasal 6
Batas Akhir Pelaporan

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, dan Surat
Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB}) atas dana yang telah ditetapkan ke laman
SIMLITABMAS serta menyerahkan berkas fisik semua data daring ke PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 14 September 2018.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laperan akhir, catatan harian, dan Surat
Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan ke laman
SIMLITABMAS dan ditambah menggunggah banner, artikel bahasa inggris dan atau
Indonesia yang akan atau telah dipublikasikan ke laman Ippm.upi.edu serta menyerahkan
berkas fsik semua data daring ke PIHAK PERTAMA (bagi penelitian tahun terakhir
dilengkapi dengan capaian hasil, poster. artikel ilmiah, dan profil) selambat-lambatnya
tanggal 15 November 2018.

(3) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. Jenis Font : Times New Romas, ukuran 12, spasi 1,5;
b. Bentuk/ukuran kertas Ad;
¢. Pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiavai oleh;
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2018

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

(1) Dalam rangka pengawasan, PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 terhadap
PIHAK KEDUA;

(2) Penilaian terhadap laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat ([)
sebagai dasar perhitungan pembayaran untuk tahap selanjutnya.

Pasal 8
Target Luaran

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib sebagaimana diatur
dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan
Tinggi Edisi XI Tahun 2017;



{2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target
Juaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian difakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesual dengan
ketentuan yang berlaku;

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat
dibenarkan, apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pengnatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

(1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian
ini, maka PTHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang
merupakan saiah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA;

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus
mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke
Kas Negara;

(3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12
Sanksi

(1Y Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan
Penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya,
terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka
PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan
tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu paling lama dua tahun;

(2} Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, maka kekurangan capaian target lvaran tersebut akan dicatat sebagai
hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi
oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk tidak
mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK
PERTAMA.,
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Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian
lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi. lembaga, perusahaan atau yayasan,
baik di dalam maupun di luar negeri;

Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya
ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah
ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka Perjanjian Penelitian ini
dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah
diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;

Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN
dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan cleh PIHAK
KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
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Pasal 15
Peralatan dan/Alat Hasil Penelitian

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
hasil penelitian ini wajib menecantumkan pemberi dana;

Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan ini dicatat sccara tertib dan akuntabel
dalam inventaris barang PI'NBH scsuai dengan peraturan perundang-undangan;

Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian
ini dan memerlukan pengaturan., maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK
melalui amandemen dan/atau perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Pendanaan Penelitian ini. Hasil Pelaksanaan penelitian ini
yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah
milik negara yang dapat dihibahkan kepada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16
Force Majeure

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan
dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat yvang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau
kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan
memaksa (force majeure),



(2)

Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure)
dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit,
kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara,
serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata
berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Pendanaan Penelitian ini;

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu
7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan
bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik
akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan
apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian
dilakukan melalui proses hukum.
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Pasal 18
Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian ini akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK;

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan
bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DA, PIHAK KEDUA,

Uum Sumirat
NIDN 0003026206



(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure)
dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit,
kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara,
serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata
berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Pendanaan Penelitian ini;

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu
7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan
bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik
akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan
apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian
dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18
Lain-Lain

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian ini akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK;

(2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan
bermeterai cukup scsuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Ahman

Uum Sumirat
WIDN 0004015904 NIDN 0003026206



(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure)
dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit,
kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara,
serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata
berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Pendanaan Penelitian ini;

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu
7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan
bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik
akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan
apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian
dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18
Lain-Lain

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pendanaan Penelitian ini akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK;

(2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan
bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Uum Sumirat
NIDN 0003026206




